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Abstrak: Lembaga pengawas pasar modal memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar serta
melindungi kepentingan investor. Artikel ini mengeksplorasi peran krusial lembaga pengawas dalam
mengimplementasikan dan menegakkan hukum pasar modal guna melindungi investor. Melalui penyusunan peraturan,
pengawasan entitas pasar modal, penanganan pelanggaran hukum, dan penyediaan edukasi kepada investor, lembaga
pengawas membentuk lingkungan pasar yang adil, efisien, dan aman. Dengan demikian, keberadaan lembaga pengawas
menjadi kunci dalam memastikan perlindungan investor dan menjaga integritas pasar modal.
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Abstract: Capital market supervisory institutions play an important role in maintaining
market stability and integrity and protecting the interests of investors. This article
explores the crucial role of supervisory institutions in implementing and enforcing capital
market laws to protect investors. Through drafting regulations, supervising capital
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Pasar modal Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, ditandai dengan
laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dan perkembangan pasar modal yang berjalan
dengan pesat. Kebutuhan perangkat hukum beserta pengaturan-pengaturan lain yang
dapat secara baik bekerja dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku pasar, terlebih
kepada investor internasional. Para investor internasional sebagai salah satu dari pelaku
pasar yang mana sangat memperhatikan bagaimana aturan hukum beserta aspek full and
fair disclosure (Adekoya, 2021; Christensen, 2021; Cocola-Gant, 2021). Adanya Undang-
Undang Pasar Modal (UUPM) merupakan salah satu langkah pemerintah di dalam
memberikan kepastian hukum terdapat para pelaku Pasar Modal, Undang-Undang Pasar
Modal telah mengatur mengenai masalah-masalah yang dapat timbul selama proses
perdagangan berlangsung. Kepastian hukum menjadi salah satu masalah yang sangat
diperhatikan baik pemerintah maupun para pelaku pasar, selain itu kepastian hukum
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sendiri juga termasuk di dalam menjamin adanya perlindungan, kepastian serta keadilan
hukum (Ahluwalia, 2020; Mochkabadi, 2020; Wouters, 2020).

Perkembangan dibidang teknologi sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan
yang terjadi di Pasar Modal Indonesia, dengan adanya teknologi yang semakin hari
semakin maju dan dapat mewadahi transaksi bagi seluruh pemilik kepentingan. Pandemi
COVID-19 yang sempat mengguncang seluruh dunia, mendorong manusia untuk semakin
meningkatkan transformasi digital, baik untuk kepentingan pekerjaan hingga Pendidikan
(Bennouri, 2018; Blanchard, 2019; Parra, 2019). Transformasi digital ini yang menjadi salah
satu alasan Pasar Modal bursa efek dapat di jangkau oleh pemula ataupun yang sudah
berpengalaman dibidang ini, selain itu bursa efek yang dapat dijangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat juga turut menyumbang dalam kenaikan jumlah investor (Correa-
Baena, 2018; Fields, 2018; Lins, 2017).

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan juga OJK
diharapkan dapat menyikapi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat sedang krisis pandemi
beberapa tahun lalu hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk haruslah
selaras dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menjalankan
program pemulihan ekonomi nasional (Barth, 2017; He, 2017, Mervelskemper, 2017).
Sehingga dengan adanya perubahan-perubahan regulasi yang telah dilakukan akan sangat
berdampak dalam strategi investasi yang akan dibuat. Perubahan kebijakan yang dimaksud
yaitu mengenai stabilitas pasar, meredam volatilitas, serta kepercayaan investor. Sebagai
Lembaga investasi yang alternatif Pasar Modal harus dapat melaksanakan sebagaimana
fungsinya dan memberi kepastian hukum baik di saat-saat peristiwa luar biasa terjadi
contohnya pada saat pandemi COVID-19 (Hajek, 2017; Roma, 2017; Vismara, 2016).

Soediman Kartohadiprodjo berpendapat bahwa hakikatnya tujuan dari adanya
hukum ialah untuk mencapai keadilan. Sehingga sangat diperlukannya penegakkan
keadilan di berbagai bidang, seperti halnya dibidang ekonomi terkait Pasar Modal. Di
dalam penegakkan hukum di bidang ekonomi bisnis yang dalam hal ini yaitu Pasar Modal
tidak dapat terlepas dari segala aspek mengenai hukum Perusahaan (Baboukardos, 2016;
Su, 2016). Sebagai contoh yaitu Perseroan Terbatas (PT), dalam Perseroan terbatas untuk
menegakkan perlindungan hukum tentu akan melibatkan berbagai pihak pada Pasar Modal
seperti pihak Emiten, investor, dan juga berbagai Lembaga yang menopang kegiatan badan
hukum dalam kegiatannya (Dimyati).

Metode Penelitian

Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
mengkaji bahan kepustakaan serta norma-norma hukum yang dapat melindungi para
investor dalam bertransaksi di bursa efek Indonesia, sedangkan sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Regulasi Hukum di Indonesia bagi Investor dalam Bertransaksi di Bursa Efek

Regulasi hukum di Indonesia untuk investor dalam bertransaksi di bursa efek
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-
Undang ini mengatur kegiatan pasar modal, termasuk transaksi di bursa efek, dengan
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tujuan untuk mencapai kestabilan, efisiensi, dan transparansi dalam sistem keuangan
Indonesia. Regulasi ini membagi kegiatan pasar modal menjadi beberapa bagian, termasuk
kegiatan sebagai Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek.
Perusahaan Efek harus memperoleh izin usaha dari Bapepam, dan hanya dapat melakukan
kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek jika ada kondisi khusus seperti tutupnya bursa efek,
hentian perdagangan efek, keadaan darurat, atau adanya hal lain yang ditetapkan dalam
kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam. Pada dasarnya
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sudah menjadi fondasi kuat bagi
peraturan pelaksananya dalam melindungi dan memberikan jaminan kepastian untuk
investor.

Penerapan prinsip full disclosure untuk para investor merupakan sebuah konsekuensi
perlindungan dikarenakan dalam setiap Keputusan yang diambil pada saat melakukan
investasi memiliki risiko yang harus dihadapi. Risiko yang dihadapi salah satunya yaitu
terdampaknya emiten dan juga Lembaga penunjang wajib bertanggung jawab mengenai
ketepatan data serta informasi lengkap di Pasar Modal. Perbaikan dalam Perusahaan yang
telah resmi diumumkan kepada publik menjadi kepentingan yang dapat menimbulkan
sebuah permasalahan dan harus diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah. Hal
tersebut diperlukan dengan tujuan sebagai salah satu bentuk upaya agar kepercayaan
investor dapat naik sehingga investor akan bersedia menanamkan modalnya. Kepemilikan
saham suatu Perseroan oleh publik menimbulkan konsekuensi bagi Perusahaan (emiten)
untuk terus bertanggungjawab dalam setiap tindakannya termasuk saat aksi peranan dari
pemegang saham (Nugreaha).

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang perlindungan hukum terhadap
investor. Investor diharapkan mendapatkan perlindungan melalui penerapan prinsip
keterbukaan, seperti yang diatur dalam Pasal 85 UU No0.8/1995. Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan harus memenuhi keterbukaan dalam
informasi dan transaksi, sehingga investor dapat membuat keputusan yang lebih baik.
Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai sistem online stock trading di dalam usaha
peningkatan perlindungan hukum di Pasar Modal. Sebagai contoh dengan adanya
penetapan jumlah saldo minimum agar dapat melakukan transaksi jual beli saham.
Penetapan jumlah saldo minimum ini diharapkan bagi investor ritel bukanlah sembarang
investor. Sistem margin yang difasilitasi oleh sekuritas juga harus diregulasi kembali.

Peran Lembaga Pengawas Pasar Modal dalam Mengimplementasikan dan Menegakkan
Hukum untuk Melindungi Investor

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai
perlindungan hukum bagi para pelaku transaksi Pasar Modal, dengan dibentuknya
Lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan Pasar Modal Bapepam-LK. Pasar
Modal Bapepam-LK yang saat ini telah digantikan dengan Otoritas Jasa Keuangan yang
mana memiliki perannya sendiri yaitu melakukan pengawasan. Selain peran sebelumnya
Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan
pasar modal. OJK merupakan lembaga resmi negara yang mengawasi seluruh kegiatan di
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dunia perbankan, baik lembaga berbentuk bank maupun non-bank. OJK memiliki
wewenang dalam mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia,
termasuk pasar modal. OJK juga didirikan untuk memastikan kestabilan, keamanan, dan
perlindungan konsumen dalam layanan keuangan. Sebagai lembaga pengawas, OJK
memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan stabilitas pasar modal. OJK
memberikan perlindungan kepada investor dengan melakukan pengawasan dan
menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. OJK juga mengatur pasar modal
dengan menerapkan peraturan yang adil dan transparan.

Tercatat pada tanggal 14 Oktober 2022, OJK melakukan Siaran Pers: Perkuat
Pengawasan Pasar Modal Tingkatkan Perlindungan Investor, yang menyatakan bahwa
kedepannya dalam kebijakan peraturan dan pengawasan Pasar Modal, OJK akan terus
menerbitkan dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk melakukan
pendalaman pasar sekaligus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan investor. Untuk
mendukung hal tersebut, OJK telah menetapkan 5 pilar arah pengembangan Pasar Modal
ke depan, yaitu:

1. Akselerasi pendalaman pasar melalui keberadaan variasi produk dan layanan jasa sektor
keuangan yang efisien;

2. Akselerasi program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan;

3. Penguatan peran pelaku industri dalam pengembangan sektor keuangan yang sejalan
dengan best practice dan market conduct;

4. Peningkatan serangkaian upaya dalam rangka perlindungan konsumen; dan

5. Memperkuat layanan keuangan digital untuk penguatan kredibilitas sektor keuangan
dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya pun, OJK telah menerbitkan beberapa kebijakan yang
berfokus dalam upaya penguatan pengawasan dan industri untuk meningkatkan
kepercayaan investor, sebagai berikut:

1. Surat Edaran OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama
Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau
Perantara Pedagang Efek.

2. Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar
Modal.

3. POJK Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek Yang Melakukan
Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek yang
bertujuan untuk melakukan simplifikasi serta mengurangi duplikasi terkait jenis dan
jumlah laporan yang wajib disampaikan kepada OJK.

4. POJK Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten
atau Perusahaan Publik.

5. POJK Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemecahan Saham Dan Penggabungan Saham Oleh
Perusahaan Terbuka.

6. POJK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi sebagai
penyempurnaan dari POJK Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer
Investasi.
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Untuk memastikan para pelaku industri Pasar Modal Indonesia senantiasa mematuhi
dan menaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi
terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan investor
dan masyarakat, OJK juga terus melakukan pembinaan dan jika diperlukan akan
melakukan tindakan tegas berupa penegakan hukum yang tujuan akhirnya juga sebagai
upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor. Sampai dengan 11 Oktober 2022, OJK
telah menetapkan 901 surat sanksi yang terdiri dari 1 sanksi pembatalan STTD Profesi, 2
sanksi pencabutan izin, 11 sanksi pembekuan izin, 85 sanksi peringatan tertulis, dan 794
sanksi administratif berupa denda dengan jumlah denda seluruhnya sebesar Rp. 115 miliar.
Selain itu, OJK juga menerbitkan 10 perintah tertulis untuk melakukan tindakan tertentu.

Selain dari kebijakan tersebut di atas, dalam waktu dekat, OJK juga akan
mengeluarkan beberapa kebijakan yang juga bertujuan untuk melakukan penguatan
pengawasan dan industri dalam rangka meningkatkan perlindungan investor di antaranya:
1. Penerbitan regulasi terkait dengan Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan

Perusahaan Efek dan Perlakuan Akuntansi Jual Beli Obligasi dan Saham oleh
Perusahaan Efek.

Peraturan ini dibuat untuk memberikan penegasan terkait prinsip-prinsip akuntansi
yang digunakan dalam pencatatan untuk transaksi pendanaan dan transaksi jual beli
obligasi dan saham yang dilakukan oleh Perusahaan Efek sesuai dengan accounting
framework. Selanjutnya kedua peraturan ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian
hukum bagi perusahaan efek dalam memperlakukan suatu transaksi pendanaan dan
transaksi jual beli obligasi dan saham yang diatur dalam peraturan di Pasar Modal dengan
perspektif PSAK berbasis IFRS yang memiliki karakteristik principle based.

2. Penerbitan regulasi terkait Perubahan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Peraturan ini dibuat untuk menyempurnakan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2018
tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan
Pengawas Syariah pada Manajer Investasi. Adapun substansi yang diatur dalam POJK ini
di antaranya memasukkan penilaian dan pembobotan Dewan Pengawas Syariah sebagai
bagian dari laporan tata Kelola Manajer Investasi.

3. Penerbitan regulasi terkait Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi OJK dalam
melaksanakan kewenangannya khususnya terkait mekanisme permohonan kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Kepailitan dan
PKPU (Otoritas Jasa Keuangan).

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Number 4, 2024 60f 8

Simpulan

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal sebagai payung hukum yang melindungi para investor pasar modal di Indonesia.
Undang-Undang ini mengatur terkait prinsip “full disclosure” yang mewajibkan perusahaan
untuk memberikan informasi akurat terkait keuangan dan operasionalnya kepada investor
sebagai bentuk transparansi perusahaan kepada investor. Undang-Undang ini pun
memberikan berbagai sanksi mulai dari sanksi administratif, perdata, hingga pidana
sebagai bentuk pemberian kepastian hukum bagi investor di Indonesia.

OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal memiliki peran penting dalam
mengimplementasikan serta menegakkan hukum untuk melindungi investor di pasar
modal yang ada di Indonesia. Adapun peran OJK dalam mengimplementasikan dan
menegakkan hukum ialah dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar modal
di Indonesia, melaporkan data yang berisi jumlah dan nilai yang dikelola di sistem KSEI
sebagai bentuk transparansi kepada investor terkait kondisi pasar modal, serta memastikan
KSEI dan kegiatan emiten mematuhi regulasi hukum dan memberikan perlindungan yang
efektif kepada investor.
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